WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGALI
PRERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 3% TAHUN 2014
TENTANG

PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK RESTORAN DAN PAJAK
HIBURAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 33 ayat (1
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun
2011 tentang Pajak Restoran dan Pasal 33 ayat (1)
Peraturan Dacrah  Kota HBemarang Nomor b ‘Tahun
2011 tentang Pajak Hiburan maka dalam rangka
pengawasan dapat melakukan penungguan atau
menempatkan peralatan manual maupun program
aplikasi on-line system pada objek pajak;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan
alcuntabilitas laporan penerimaan pajak restoran dan
pajak hiburan dari wajib pajak, muaka diperlukan
adunya sistem pembayaran pujuk dan pelaporan
(ransaksi usaha rcstoran dan hiburan melalui sistem
clektronik;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas,
maka perlu  membentuk  Peraturan  Walikota
Semarang lentang Pembayaran dun Delaporan Pujuk
Restoran dan  Pajak  Hiburan melalui  Sislem
Elcktronik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa ‘Tengah, Jawa Darat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tenlung
perbankan (Lembaran Nopara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah
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10,

11.

12.

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 entang
Buadan  Penyelesolion  Sengleetn Pajak  (Lembaran
Negara Republik Indoncsia Tahun 1997 Nomor 40,
Tambeahan Lembaran Negara Rcepublik Indoncsia
Nomor 3684);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tcntang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan  Lembaran  Negarn Republik  Indonesia
Nomor 3686) scbagaimana telah diubah denpan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 129, Tamnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3687);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesiaz Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggung  Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Anlara Pemerinlah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Nopgara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia
Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tcntang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
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20.

21.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indongsia
Nomor 5049),;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 (cntang
Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5204),

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2014 Nomor 2411, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indoncesia Nomor 5387);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat I Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tenlung
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraluran
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan DPcmcrintah Nomor 27
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Piduna  (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258),

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-
kabupaten Daerah Tingkat [I Purbalngga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara dan Kendal serla Penatlaan
Kceamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Semarang dalam Wilayah Propinsi Tingkat I Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 89);

Peratuiran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pcmcrintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Nomor 1578);
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26.

27.

28.

29.

30.

31,

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pcdoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah  (Lembaran
Negara Republik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 163,
Tambuahan Lembaran Negara Nomar 459.3);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Nugara Republik Indoncsia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Tndonesia Nomor Nomor 1614);

 Peraluran Pemerintah Nomor 38 ‘Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemcrintahan Antara Pemcrintah,
Pemerintahan  Daerah Kota  Semarang dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1737),

. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 lentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Curn Pemberian dan Pemanflaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indunesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan
Penctapan Kepala Dacrah atau Dibayar Sendiri Olch
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179 );

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Pcraturan Perundang-undangarn,

Peraturun Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah bebcerapa kali, terakhir
dengun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 (entang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolann Keuangan
Dacrah;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian
Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank;

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Kcuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Scmarang Tuahun 2007
Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah
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Dacrah Kota Semarang Tuhun 2013 Nomor 3,
Tuwmbuhan Lembaran Daciah Kola Semarang Nomor
83);

32. Peraturan Dacrah Kola Semarang Nomor 5 Tahun
2008 lentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemeriniahan Daecrah Kota Scmarang
(Lembaran Duerah Kota Semarang Tahun 2008
Nomor 8, Tambuhon TLembaran Daeralh  Kola
Semarang Nomor 18);

33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun
2010 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2010 Nomor 5, Tamnbahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 40);

34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun
2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Dacrah Kota
semarang Tahun 2011 Nomor 4, Tambuhan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);

35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun
2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota
sSemarang  Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 52);

36. Peraturan Walikota Semarang Notnor 28 Tahun 2013
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak
Restoran (Berita Dacrah Kota Semurang Tahun 2013
Nomor 28);

37. Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2014
tentang  Petunjuk Polaksanaan Peraturuan Daerah
Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak
Hiburan (Berita Dacrah Kota Semarang Tahun 2014
Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menelapkan : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG
PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK RESTORAN
PAJAK DAN HIBURAN MELALUI =SISTEM
ELEKTRONIK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Semarang,

2. Pemcrintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
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5. Dinas Pengelolaan Kcuangan dan Asct Dacrah yang sclanjutnya
disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Dacrah Kota Scmarang,

Restoran adalah fasilitas penyedia makonoan dan/olou minuman
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan,
kaleluria, kanlin, warung, kolam pancing, pedagang kaki lima, bar,
dan sejenisnya termasuk jasa boga dan katering.

_G'u.

7. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
restoran.

8. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, pcrmainan
dan/atan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

9, Pajak Hiburan adalah pajak alus penyelenggaraan hiburan.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang mcrupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang mcliputi perseroan terbatas, perseroan
komandiler, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (RUMN),
atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalan
bentuk apapun, firma, kongsi, kopecrasi, dana pensiun,
persckutuan, perkumpulan, yayasarn, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

11. Bank Umum Pemerintah yang selanjulnya disebul bank adalah
bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran,

12. Kantor Cubung adalah setiap kantor bank yang secara langsung
bertanggung jawab kepada kantor pusal bank yang bersangkutan
dengan tempat usaha yang permanen dimana Kkantor cabang
tersebut melakukan kegiatannya.

13. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada
bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, scrtifikal deposilo,
tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,

14. Tabungan adalah simpanan yang penarikannyg hanya dapat
dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tctapi tidak
dapat ditarik dengan cck atau alat yang dapat dipersamakan
dengan itu.

15. Subjck Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenakan pajak,

16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan dacrah.

17. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yung
menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan
‘melaporkan pajak yang terutang.
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19. Pemungutan adalah suatu  rangkaian  kegiatan mulai  dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya
pujuk yong terutang eampai kegiatan penagihan pajuk kepada
Wajib Pajak scria pengawasan penyetorannyd.

20, Surat Pemberitahuan Pajak Dacrah yang selanjulnyu disingkit
SPTPD aduluh surat yang oleh Wajib Pajuk digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajok, objek
pajak dan/atau bukan objck pajak, dan/utuu hurta dan kewajiban
scsuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
perpajakan daerah.

21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elcktronik yang selanjutnya
disebut e-SPTPD adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang
berfungsi sebagai saruna  pelaporan  penghitungan dan/atau
pemmbayaran pajak. '

22, Sural Sctoran Pajak Daerah vyang sclanjuthya disingkat SSPD
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang tclah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah.

23. Surat Setoran Pajak Daerah Elcktronik yang selanjutnya disebut c-
SSPD adaluh SSPD yunp dibuat secara elektronik yang berfungsi
sebagai SSPD.

24, Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen
transaksi pembayaran yang menjadi dasuar pengenaan pajak yang
dilakukan oleh masyarakatlsubjek pajak kepada Wajib Pajak.

25, Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya
diterima sebagai imbalan atas penycrahan jasa  sebuga
pembuyuran kepada pengusaha, pengusaha restoran, pengusaha
hiburan dan pengusaha penyeclenggaraan fasilitas parkir untuk
umum di luar ruang milik jalan.

26. Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah adalah serangkaian
kegiatan pengawasan dan pemantauan atas kepatuhan Wajib Pajak
dalam pemenuhan kewajiban pajak dacrah yang tcrutang scsuai
dengan ketenluan peraluran  perundang-undangan  perpajakon
daerah.

27, Sistem Elektronilkk adalah eerangkaion perangkat dan  proeedur
elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,
mengolah, menganalisis, menyimpan, mcnampilkan, mengumumkan,
mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

28. Cash Management Systemn adalah jasa layanan perbankan berbasis
system informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang
mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan dan
likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah
menjadi lebih efektif dan efisien.

29. Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari
pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayarkan
sejumlah dana tertentu kepada penerima.
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30.

31.

32.

33.

34.

3.

(2)

Perintah ‘I'ransfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari
pengirim transfer debit kepada penyelenggara pengirim transfer
dchit untuk menagih sejumlah dana tertentu kepada
penyelenggara pembayar transfer debil agar dibayarkan kepada
penerima akhir transfer debit.

Jana adalah:

a. Uang (unai yanp Jdiserahkan  oleh  pengirim kepadua
penyelenggara penerima,

b, Uang vang tersimpan  dulun  rekening  pengirim  kepada
penyelenpgara penerima.

¢. Uang yang tersimpan dalam rekening penyelenggara penerima
pada penyclenggara penerima lain,

d. Uang yang tersimpan dalam rekening penerima  pada
penyclenggara penerima akhir,

e. Uang yang tcrsimpan dalam rekening penyelenggara penerima
yang dialokasikan untuk kepentingan penerima yang Llidak
mempunyai rekening kepada penyelenggara tersebut.

Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain
atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan,
institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit
dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar
kantor penyelenggara yang sama.

Pemeriksaan adalab  scrangkaian  kegintun  menghimpun  dan
mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara
objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah
serangkuinn lindakan yang dilakukan olch Penyidik uniuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukii itu membuat terang
tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

Alat atau Sistem Perckam Data Transaksi Usaha adalah perangkat
kcras dan/atau perangkal lunak yang digunakan untuk merekam,
memproses dan mengirimkan data ke Data Center Bank.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan pembayaran dan pelaporan transaksi usaha
restoran dan hiburan melalui sistem elekironik adalah wuntuk
meningkatkan pengawasan dalam rangka pemantauan dan
penghitungan potensi objek pajak secara nyata.

Tujuan pengaturan pembayaran dan pelaporan transaksi usaha
restoran dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan
pencrimaan pajak restoran dan pajak hiburan dari wajib pajak.




RAR I
RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang linglup Peraturan Walikota ini adalah Pembayaran dan Pelaporan
Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Mclalui Sistem Elektronik.
RATY TV
WAJID PAJAK RESTORAN DAN WAJIB FAJAK IIIBURAN
Pasal 4

Pengusaha restoran dan pengusaha hiburan ditetapkan sebagai Wajib
Pajak Restoran dan Wajib Pajak Hiburan.

Pasal 5
Wajib Pajak Hiburan schagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a) tontonan film,;

b) diskotik, karaoke, klab malam, dun scjenisnya;

c) permainan bilyar, golf, boling;

d) permainan kelangkasan; dan

e) panti pijat, relleksi, mandi vap/spa, dan pusat kcbugaran (fitness
center);

Pasal 6

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang wajib
melaksanakan pembayaran pajak melalui sistem elekironik adalah wajib
pajak yang usahanya heromzet paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus
juta rupiah) per tahun.

BAB YV

PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 7

(1) Dalun rangka pclaksanaan sistem elektronik pembayaran pajuk
restoran dan pajak hiburan, tempat usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dipasang alat perekam data transaksi usaha.

(2) Pelaksanaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan

bank yang ditunjuk.

(3)  Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling
sedikit mengatur:

subyek kerja sama,

a

b. obyek kerja sama;

c. ruang lingkup kerja sama,;
d. hak dan kewajiban;
e

f.

g

jangka waktu,
sanksi; dan
tata cara penyelesaian perselisihan.




(1)

Pasal 8

Pembayaran pujak restoran dan pajak hiburan dilakukan dengan
cara pcrintah transfer debit dari rekening Wajib Pajak ke rckening
bank yang ditunjuk secara otomalis.

Dalam rangks pembayaran sebogaimana dimakaud pada ayat (1),
Wajib Pajak wajib memiliki alau membuka rekening bank yang
ditunjuk.

Pasal 9

Apabila Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha diluar tempat usahanya
dan bersifat insidentil maka mekanisme pemungulan dan pembayaran
pajaknyn dilakukan secara manual berdasarkan ketentuan peruluran
perundang-undangan yang berlaku.

(1)

(2)

(1)

(2)

BAB VI
PELAPORAN PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 10
Setiap wajib pajak wajib mengisi e-SPTPD paling lambat tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya.

e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan
benar, jelas dan lengkap.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11
Wajib Pajak berhak:
a. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/legalisasi
bon penjualan (bill), harga tanda masulk/tikect karcis;
b. memperolch pembebasan dari kewajiban menyampaikan:
1. laporan pencrimaan bulanan; dan
2. SSPD dan SPTPD manual.

c. memperolch kesempatan melakukan konfirmasi dan koreksi
(pembcetulan) atas e-SPTPD;

d. memperoleh jaminan kerahasiaan atas data transaksi usaha;
e¢. memperolech kemudahan fasilitas lainnya sesuai kebijakan bank.

DPKAD berhak:
a. mendapatkan kemudahan dalam pelaksanaan sistem eletronik;

b. mendapatkan rekapitulasi data Wajib Pajak yang melakukan
sistem elektronik dari bank;

c. mendapatkan rekapitulasi laporan dala pembayaran pajak
untuk masing masing jenis pajak dari bank;

d. mendapatkan laporan rincian data transaksi usaha untuk
masing-masing Wajib Pajak per jenis pajak; dan

e. memonitor data transaksi usaha dan pajak yang terutang
melalui Cash Management System dan bank.
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(3)

(4)

(1)

Wajib Pajak berkewsnjibarn:

a.

b.

memberikan kemudahan dalam pelaksanaan sistemn eletronik;

memberikan laporan rincian data transaksi usaha untuk
masing-masiung Wajib Pajak per jenis pajok;

menjapa dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam
data transaksi usaha yang ditcmpatkan di usaha Wajib Pajak;

menyimpan data transaksi usaha ataa bon pengoalan (all),
harga tanda masuk/tiket karcis untuk jangka walktu paling
singkat 1 (saftu) tahun; dan

melaporkan alat atau sistem perckam data transaksi usaha yang
mengalami kerusakan melalui call centre pada bank tempat
penyetoran dana transaksi usaha Wajib Pajak pada  saat
terjadinya kerusakan.

DPKAD berkewajiban:

a.
b.

C

menjamin kerahasiaan atas data transaksi usaha;

menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada basis data
pajak untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;

memberikan kescmpatan kepada Wapb Pajak untuk melakukan
konfirmasi dan koreksi (pembetulan) aluas c-SIPD;

memberikan pembebasan kepada Wajib Pajak dari kewajiban
porporasi/legalisasi bon penjualan (bill), harga tanda
masuk/tiket karcis;

memberikan pembcebasan kepada Wajib Pajak dari kewajiban
menyampaikan:

1. laporan penerimaan bulanan; dan
2. SSPD dan SPTPD manual,

BAB Vil
SANKSI

Pasal 12

Wuyjib Pajak yang tidak bersedia melaksanakan sistem elekironik,
dikenakan sanksi penutupan dan pencabutan perijinan dengan
tahapan sebagai berikut:

a.

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang
sejenis  diberikan  oleh Walikota berdasarkan Berita  Acara
Pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat
dipertanggungjawabkan;

dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran
atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak
tidak melaksanakan kewajiban melaksanakan sistem elektronik
maka diterbitkan Surat Paksa;

apabila wajib pajak tidak melaksanakan sistem elektronik dalan
Jangka waktu 2 x 24 jam scsudah tanggal pemberitahuan Surat
Paksa, Walikota atau pcjabat yang ditunjuk segera menerbitkan
Surat Perintah Penutupan Tempat Usaha.
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(2) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya
Surat Perintah Penutupan Tempat Usaha, maka:

a. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang
melaksanakan evaluasi terhadap Ljin Gangguan (HQO) dan Surat
Ijin Usaha Perdagangan (SIUD);

b. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebuduyuun Kota Semarang
melaksanakan evaluasi terhadap ijin Tanda Daftar Usaha

Pariwisata (TDUP).
BAD IX
KETENTUAN PENUTUP
I'asal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlalcu pada tanggal 1 Januari 2015

Agar setinp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Semarang.

Ditetapkan i Semarang
pada tanggzal

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI
Diundangkan di Semarang
pada tanggal = I‘

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR
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L.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG
PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI USALIA RESTORAN DAN
HIBURAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelaporan penerimaan pajak restoran
dan pajak hiburan dari wajib pajak secara transparan dan akuntabel,
maka diperlukan adanya perubahan sistemn pembayaran dan pelaporan
transaksi usaha restoran dan hiburan dam sisiem manual menjadi
sistem elektronik, Dengan dilaksanalkan sistem elektronik maka akan
memudahkan Pemerintah Daerah dalam rangka pemantauan dan
penghitungan potensi objek pajak restoran dan pajak hiburan secara
nyata, yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Kota Semarang.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu mengatur
pembayaran dan pelaporan transaksi usaha restoran dan hiburan
dalam Peraturan Walikota Semarang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Culkup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas
Pasul 3

Cukup Jelas
Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jclas
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Pasal 7

Culkup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pagal 9

Cukup jclas

Pasal 10
Cukup jelas

Pagal 11

Ayat (1) huruf a
Cukup jelas

Avat (1) huruf b
Cukup jelas

Ayat (1) huruf ¢
Cukup jelas

Ayat (1) huruf d

Yang dimaksud memperoleh jaminan kerahasiaan atas

data transaksi usaha adalah bahwa petugas pemungut
pajak dilarang mengungkapkan kerahasiaan atas data

transaksi usaha wajib pajak
Ayul (1) ol w
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
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Pasal 12

Cukup jelas
Pagal 13

Culaup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR
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